
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI DI

LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan potensi pegawai

Badan Narkotika Nasional dengan kebutuhan

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan perlu menyusun pola karier

pegawai Badan Narkotika Nasional;

b. bahwa pola karier pegawai Badan Narkotika Nasional

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan

Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pola

Karier Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika

Nasional sudah tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pola

Karier Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika

Nasional;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Badan Narkotika Nasional;

5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2085);

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala

Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN

NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN

NARKOTIKA NASIONAL.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan

Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pola

Karier Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita

negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor) diubah

sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1)   Manajemen karier Pegawai BNN meliputi:

a. pengembangan karier; dan

b. pengembangan kompetensi.

(2) Pengembangan kompetensi bagi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Bentuk Pengembangan karier Pegawai BNN meliputi:

a. mutasi;

b. promosi; dan/atau

c. penugasan khusus.

3. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab,

yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

4. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua)

pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Pengembangan kompetensi Pegawai BNN meliputi:

a. pendidikan; dan

b. pelatihan.
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Pasal 24B

(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam

bentuk pelatihan meliputi:

a. klasikal; dan

b. non klasikal.

(2) Satuan kerja dapat melaksanakan atau

memberikan pelatihan non klasikal yang memiliki

materi kekhususan.

5. Pasal 25 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pegawai yang diangkat dalam jabatan

administrasi sudah dilantik dan melaksanakan

serah terima jabatan paling lama 30 (tiga puluh)

hari setelah tanggal keputusan pengangkatan

dalam jabatan.

(2) Mutasi jabatan administrasi dilakukan setelah

yang bersangkutan menduduki jabatan selama

minimal 2 (dua) sampai dengan maksimal 5 (lima)

tahun.

(3) Pejabat yang telah memangku jabatan

administrasi yang sama selama 5 (lima) tahun

dan belum direncanakan untuk mutasi jabatan,

dilakukan pengukuhan kembali dengan

keputusan pejabat yang berwenang.

(4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret  2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 259


